
 

 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

                                             NOMOR   6     TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 

 

Menimbang: a. bahwa perkembangan yang pesat dan dinamis pada 

dunia usaha pelayanan di bidang kesehatan dan kegiatan 

usaha yang beraspek penilaian kesehatan, serta dalam 

rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan di bidang kesehatan yang akan memberikan 

jaminan perlindungan pada masyarakat untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota 

Balikpapan; 

b. bahwa pemberian izin bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan Daerah diperlukan oleh Pemerintah Kota 

Balikpapan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan 

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian 

izin bidang kesehatan; 

c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan 

hukum dan perkembangan peraturan perundang-

undangan saat ini khususnya mengenai pemberian Izin 

sarana dan Tenaga Kesehatan serta sarana yang 

beraspek penilaian kesehatan, maka Peraturan Daerah 

Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perizinan 

Bidang Kesehatan perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Bidang Kesehatan; 

 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 
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3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

dan 

WALI KOTA BALIKPAPAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

6. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan 

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, pencegahan penyakit, 

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan 

oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat. 

7. Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan adalah semua kegiatan 

pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi di bidang 

kesehatan. 

8. Perizinan adalah izin, tanda daftar dan sertifikasi. 



 
 

3 
 

9. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha 

atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak 

untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan. 

10. Izin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang 

diberikan oleh instansi/pejabat berwenang kepada orang atau badan  

yang melakukan usaha dan atau kegiatan bidang kesehatan atau 

kegiatan yang memerlukan pengawasan bidang kesehatan. 

11. Orang adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

yang berhubungan dengan bidang kesehatan dan/atau kegiatan 

pelayanan yang beraspek penilaian kesehatan. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap.  

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.  

14. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis 

dasar dan/atau spesialistik. 

15. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

16. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan 

kefarmasian dan pengaturan sediaan farmasi, perbekalan kesehatan 

lainnya kepada masyarakat diselenggarakan oleh perorangan atau Badan 

Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

17. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan 

pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi 

tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya 

diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. 

18. Laboratorium Klinik Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan 

pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia 

klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik 

dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana. 

19. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau 

terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion 

yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan 

radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.  

20. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat 

bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran, dengan 

penanggung jawab Assisten Apoteker. 
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21. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh 

perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, 

penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

22. Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator adalah 

perusahaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang bergerak di bidang usaha penjualan bahan dan 

pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene 

lingkungan. 

23. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non 

konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, 

keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berdasarkan ilmu pengetahuan 

biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. 

24. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang 

dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.  

25. Katering/Jasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di 

luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan 

atau badan usaha. 

26. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di 

sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, 

penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat 

usahanya. 

27. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

28. Tenaga Gizi adalah setiap orang yag telah lulus pendidikan di bidang gizi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

29. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di 

bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 

30. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan 

telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.  

 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Kesehatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah 

dan masyarakat. 

(2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan meliputi:  

a. izin operasional fasilitas Pelayanan Kesehatan;  

b. izin operasional sarana pelayanan yang beraspek penilaian kesehatan; 

c. izin Tenaga Kesehatan; 

d. surat tanda daftar;  

e. sertifikasi; dan  

f. Rekomendasi.  
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BAB II 

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN 

 

Pasal 3 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan 

memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau Rekomendasi.  

(2) Izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau Rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis izin, surat tanda daftar, sertifikasi 

dan/atau Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah mengatur penyebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan 

Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan:  

a. luas wilayah;  

b. kebutuhan kesehatan;  

c. jumlah dan persebaran penduduk;  

d. pola penyakit;  

e. pemanfaatannya; 

f.  fungsi sosial; dan  

g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.  

 

BAB III 

OBJEK DAN SUBJEK 

 

Pasal 5 

(1) Objek pemberian izin merupakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang 

berhubungan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan beraspek penilaian kesehatan, termasuk 

Tenaga Kesehatan dan Penyehat Tradisional. 

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. Fasilitas Pelayanan Medik, meliputi:  

1.  Rumah Sakit;  

2.  Klinik; dan 

3. Fasilitas pelayanan medik lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

b. fasilitas pelayanan penunjang kesehatan, meliputi:  

1. Apotek; 

2. pedagang besar farmasi; 

3. Penyalur Alat Kesehatan; 

4. Laboratorium Klinik Pratama;  

5. unit transfusi darah tingkat kota; 

6. Pelayanan Radiologi Diagnostik;  

7. optical;  

8. Toko Obat;  

9. Toko Alat Kesehatan;  
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10. klinik kecantikan; 

11. Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator; dan 

12. pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

c. fasilitas pelayanan kegiatan yang beraspek penilaian kesehatan, 

meliputi: 

1.  Hotel; 

2.  penginapan; 

3.  Katering/Jasaboga; 

4.  Restoran; 

5.  rumah makan; 

6.  industri rumah tangga pangan; 

7.  depo air minum; 

8.  salon kecantikan; 

9.  pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 

10. griya sehat; 

11. rumah pijat, refleksi dan akupresure;  

12. kolam renang termasuk taman bermain air/water boom; dan 

13. pelayanan penunjang kegiatan yang beraspek penilaian kesehatan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. tenaga medis terdiri atas:  

1. dokter;  

2. dokter gigi;  

3. dokter spesialis;  

4. dokter gigi spesialis;  

5. dokter internship;  

6. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);  

    7. dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis   

(PPDGS);  

8. dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan  

    9. dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan 

tambahan.  

b. tenaga keperawatan terdiri atas:  

1. perawat;  

2. perawat gigi; dan  

3. bidan.  

c.  tenaga kefarmasian terdiri atas: 

 1. Apoteker; dan  

 2. Tenaga Teknis Kefarmasian.  

d. tenaga keterapian medis terdiri atas:  

 1. Fisioterapis;  

2. okupasi terapis; dan  

 3. Terapis Wicara.  

e. tenaga keteknisian medis terdiri atas:  

 1. refraksionis optisien (RO);  

 2. Optometris;  

 3. Radiografer;  

 4. ortotis prostetis; dan  

 5. teknisi gigi;  

 6. tenaga analis kesehatan. 
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f.  Tenaga Gizi terdiri atas: 

1. tenaga gizi technical registered dietisien; dan 

2. tenaga gizi nutrisionis registered . 

g. Tenaga Sanitarian;  

h. tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif; dan  

i.  tenaga kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  

undangan.  

(4) Penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, merupakan penerapan 

kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara 

empiris; 

b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, merupakan penerapan 

kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan 

biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya 

terbukti secara ilmiah; dan 

c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, merupakan suatu bentuk 

pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan 

konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, 

baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti. 

 

Pasal 6 

(1) Badan usaha sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan harus berbentuk 

badan hukum meliputi: 

a. rumah sakit swasta yang hanya bergerak di bidang perumahsakitan; 

b. klinik utama; 

c. Laboratorium Klinik; 

d. penyelenggaraan radiologi diagnostik; 

e. pedagang besar farmasi pusat dan cabang; dan 

f. penyalur alat kesehatan pusat;  

(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan klinik pratama, Apotek, Toko Alat 

Kesehatan, optical dapat berbadan hukum dan/atau perorangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN  

 

Bagian Kesatu 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 

Pasal 7 

(1)  Ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi:  

a. dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan 

keahlian di bidang perumahsakitan;  

b. pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi Kepala Rumah 

Sakit;  

c. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, 

prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

d. setiap Rumah Sakit yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan 

beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengikuti akreditasi 

nasional; dan 
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e. Rumah Sakit harus memiliki dokumen lingkungan berupa Upaya 

Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)  Ketentuan penyelenggaraan Klinik meliputi: 

a. berdasarkan jenis dan kekhususan pelayanannya: 

1. klinik pratama; dan 

2. klinik utama. 

b. penanggung jawab teknis klinik pratama merupakan seorang tenaga 

medis yaitu dokter umum atau dokter gigi dan penanggung jawab 

teknis klinik utama merupakan seorang dokter spesialis atau dokter 

gigi spesialis, dan hanya menjadi penanggung jawab di satu Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan; 

c. penanggung jawab teknis klinik sebagaimana dimaksud pada huruf b 

harus memiliki Surat Izin Praktik Dokter di klinik tersebut, dan dapat 

merangkap sebagai pemberi pelayanan; 

d. Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat 

inap;  

e. Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, 

sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan 

perundang-undangan; dan  

f. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pada klinik 

pratama terbatas sebagai konsultan.  

(3)  Ketentuan penyelenggaraan Apotek meliputi:  

a. selama pelayanan Apotek harus ada Apoteker;  

b. wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat 

generik berlogo;  

c. menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan 

tenaga kefarmasian;  

d. Apotek diperbolehkan menjual alat kesehatan yang sudah memiliki izin 

edar; 

e. dilarang mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak memiliki 

izin edar; dan  

f. melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.  

(4)  Ketentuan penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama meliputi:  

a. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan 

pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh Pemerintah Daerah;  

b. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite 

Akreditasi Laboratorium Kesehatan setiap 5 (lima) tahun;  

c. Laboratorium Klinik Pratama hanya dapat melakukan pelayanan 

pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari:  

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  

2. dokter;  

3. dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;  

4. bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau  

5. instansi Pemerintah Daerah untuk kepentingan penegakan hukum;   

d. Laboratorium Klinik Pratama dilarang mendirikan pos sampel atau 

laboratorium pembantu. 
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(5)  Ketentuan penyelenggaraan unit transfusi darah meliputi:  

a. unit transfusi darah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

atau organisasi sosial yang tugas dan fungsinya di bidang 

kepalangmerahan;  

b. unit transfusi darah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berbentuk lembaga teknis 

Daerah atau unit pelaksana teknis Daerah;  

c. penyelenggaraan unit transfusi darah oleh organisasi sosial yang tugas 

dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a merupakan penugasan Pemerintah Daerah;  

d. setiap unit transfusi darah harus menyusun rencana kebutuhan darah 

untuk kepentingan pelayanan darah; 

e. unit transfusi darah melaksanakan kegiatan pengambilan darah, uji 

saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah 

dan pelayanan apheresis sesuai dengan standar dan dilaksanakan oleh 

Tenaga Kesehatan yang berwenang;  

f. Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pengambilan darah harus 

memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan 

standar;  

g. setiap unit transfusi darah harus melakukan pendataan pendonor 

darah melalui sistem informasi dan menjaga kerahasiaan catatan 

setiap pendonor; dan  

h. darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh unit transfusi 

darah kepada unit transfusi darah lain, bank darah Rumah Sakit, 

fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.  

(6)  Ketentuan penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik meliputi:  

a. untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radio diagnostik dan 

radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki 

izin penggunaan alat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 

imejing diagnostik selain ultrasonografi harus memiliki izin 

penyelenggaraan radiologi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan  

c. Pelayanan Radiologi Diagnostik hanya dapat diselenggarakan di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi: 

1. Rumah Sakit;  

2. puskesmas (hanya untuk yang menggunakan ultrasonografi);  

3. puskesmas dengan perawatan;  

4. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Balai Kesehatan Paru 

Masyarakat dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat;  

5. praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis;  

6. praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi 

spesialis;  

7. Klinik;  

8. laboratorium kesehatan;  

9. sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (Medical 

check up);  

10. laboratorium kesehatan swasta; dan  

11. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.  
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(7)  Ketentuan penyelenggaraan optical meliputi:  

a. penanggungjawab optical paling sedikit merupakan seorang refraksionis 

optisien lulusan Diploma III refraksionis optisien yang memiliki surat 

izin kerja refraksionis optisien yang bekerja penuh waktu;  

b. penyelenggara optical dilarang mengiklankan kacamata dan lensa 

kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optical 

untuk kegiatan usaha lainnya; dan  

c. penyelenggara optical wajib meletakkan papan nama yang 

mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut 

nomor surat izin kerjanya.  

(8)  Ketentuan penyelenggaraan Toko Obat meliputi:  

a. penanggungjawab teknis kefarmasian minimal seorang asisten 

Apoteker dan memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis 

kefarmasian; 

b. menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam 

bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran; dan 

c. hanya menjual obat-obatan yang memiliki izin edar. 

(9)  Ketentuan penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan meliputi:  

a. hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah 

terbatas; dan  

b. hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar.  

(10) Ketentuan penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama/pest 

control operator meliputi:  

a. setiap Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator harus 

memenuhi persyaratan bangunan, peralatan, pelindung, fasilitas 

sanitasi dan ketenagaan;  

b. setiap Perusahaan Pemberantasan Hama/pest control operator harus 

mempunyai seorang tenaga penanggung jawab teknis atau supervisor di 

samping tenaga penjamah atau operator atau teknisi pestisida;  

c. penanggung jawab teknis dan penjamah pestisida sebagaimana 

dimaksud pada huruf b harus memenuhi persyaratan kesehatan dan 

memiliki kemampuan dalam pengamanan pengelolaan pestisida;  

d. supervisor dan teknisi atau operator sebagaimana dimaksud pada 

huruf b harus memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan 

pestisida secara tepat dan aman; dan  

e. tenaga penjamah, teknisi atau operator pestisida harus memenuhi 

persyaratan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya harus 

menggunakan perlengkapan pelindung yang aman.  

(11) Penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional meliputi: 

a. penyelenggara usaha mikro obat tradisional wajib menjamin 

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang 

dihasilkan; dan  

b. setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat:  

1. segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil 

isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;  

2. obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan 

parenteral, supositoria kecuali untuk wasir; dan/atau  

3. obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung 

etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen).  
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(12)  Ketentuan penyelenggaraan sehat pakai air meliputi: 

a. penyelenggaraaan sehat pakai air harus memenuhi persyaratan 

bangunan, lingkungan, peralatan, bahan dan ketenagaan;  

b. peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin 

mutu, manfaat dan keamanannya;  

c. alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan sehat pakai air harus 

memenuhi persyaratan dan izin edar alat kesehatan;  

d. air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi 

persyaratan air bersih; dan  

e. air untuk pool therapy baik yang menggunakan sumber air panas atau 

pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan 

kesehatan kolam renang dan pemandian umum.  

(13)  Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung 

keberhasilan program pemberian air susu ibu eksklusif.  

(14)  Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menerapkan 

kawasan tanpa rokok di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  

 

Bagian Kedua 

Tenaga Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

 

Pasal 8 

(1) Tenaga Kesehatan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau bekerja 

harus memiliki Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktik dan atau 

Surat Izin Kerja sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, 

kewenangan dan etika profesi. 

(3) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menjalankan pekerjaan dan/atau 

praktik di luar kewenangannya. 

(4) Larangan pelayanan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tidak berlaku pada keadaan darurat yang mengancam jiwa.  

(5) Setiap Tenaga Kesehatan harus mendukung keberhasilan program 

pemberian air susu ibu eksklusif.  

(6) Setiap Tenaga Kesehatan harus mendukung penerapan kawasan tanpa 

rokok di lingkungan tempat kerjanya.  

 

Bagian Ketiga 

Penyehat Tradisional 

 

Pasal 9 

Ketentuan Penyehat Tradisional meliputi:  

a. hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan 

sesuai dengan metode/keilmuannya;  

b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik 

kedokteran;  

c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat bebas, obat bebas 

terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan berbahaya, 

radiasi, invasif, dan menggunakan alat kesehatan, tumbuhan, hewan, dan 

mineral yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan  



 
 

12 
 

d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat 

tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan 

yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. 

 

BAB V 

PERIZINAN 

 

Bagian Kesatu  

Jenis Izin Usaha Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 

Pasal 10 

(1) Izin bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas atau sarana kegiatan 

yang beraspek penilaian kesehatan disebut Izin Operasional. 

(2) Sertifikat registrasi diberikan untuk kegiatan industri rumah tangga 

pangan, usaha mikro obat tradisional. 

(3) Sertifikat laik sehat merupakan sertifikat kondisi sarana yang memenuhi 

persyaratan hygine sanitasi yang diberikan kepada Hotel, Restoran dan 

rumah makan, Katering/Jasaboga.  

(4) Surat Rekomendasi diberikan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 

izinnya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kementerian 

Kesehatan atau untuk perizinan yang diterbitkan oleh instansi terkait yang 

bermohon Rekomendasi dari Dinas. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

(6) Ketentuan mengenai sertifikat registrasi, sertifikat laik sehat, dan surat 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

 

Bagian Kedua 

Jenis Izin untuk Tenaga Kesehatan 

 

Pasal 11 

(1) Jenis izin untuk Tenaga Kesehatan meliputi:  

a. tenaga medis;  

b. keperawatan;  

c. kefarmasian;  

d. keterapian medis;  

e. keteknisian medis;  

f. Tenaga Gizi;  

g. Tenaga Sanitarian;  

h. tenaga analis kesehatan; 

i. tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif; dan 

j. psikologi klinik.  

(2) Ketentuan mengenai Jenis izin untuk Tenaga Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

(3) Izin bagi Tenaga Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Bagian Ketiga 

Surat Tanda Daftar 

 

Pasal 12 

(1) Surat tanda daftar terdiri dari Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.  

(2) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional diberikan kepada Penyehat 

tradisional yang menjalankan pekerjaan Pengobatan Tradisional. 

(3) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional diberikan kepada 

Penyehat tradisional yang metodenya sudah memenuhi peryaratan 

penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan 

bermanfaat bagi kesehatan. 

 

BAB VI 

MASA BERLAKU IZIN 

 

Pasal 13 

Masa berlaku perizinan bidang kesehatan sebagai berikut: 

a. Izin operasional berlaku selama 5 (lima) tahun; 

b. Izin praktik berlaku selama 5 (lima) tahun dan masa berlakunya 

disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi; 

c. Izin kerja berlaku selama 5 (lima) tahun dan masa berlakunya disesuaikan 

dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi; 

d. izin kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan tidak berlaku 

sejak pemegang izin kerja pindah bekerja pada Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan lain atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat izin kerja 

pindah alamat atau pemegang izin kerja pindah bekerja di luar wilayah 

Daerah; 

e. Izin penyimpanan dan penggunaan pestisida berlaku selama 5 (lima) 

tahun; 

f. Pemegang izin penyimpanan dan penggunaan pestisida wajib 

menyampaikan laporan kegiatan atau usaha kepada Kepala Dinas setiap 1 

(satu) tahun sekali; dan 

g. Sertifikat laik sehat berlaku untuk 1 (satu) tahun. 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 14 

(1) Setiap perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tidak dipungut biaya. 

(2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan perizinan 

dibidang kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah.  

 

BAB VIII 

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN 

 

Pasal 15 

(1) Setiap 1 (satu) tahun sekali sejak diterbitkan sertifikat laik sehat, 

pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang. 
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(2) Setiap 2 (dua) tahun sekali sejak diterbitkan izin operasional dan izin 

penyimpanan dan penyaluran pestisida, pemegang izin wajib melakukan 

pendaftaran ulang untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran izin 

operasional dan izin penyimpanan dan penyaluran pestisida. 

(3) Setiap 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkannya izin kerja, pemegang izin 

wajib melakukan pendaftaran ulang untuk dilakukan pemeriksaan ulang 

atas kebenaran izin kerja. 

(4) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan kegiatan atau usaha kepada 

Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 16 

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan bidang kesehatan 

dilakukan secara berkala oleh Dinas. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan 

bidang kesehatan Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. 

 

BAB X 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 17 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (11), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, 

dan Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. pencabutan izin sementara; dan/atau 

c. pencabutan izin. 

BAB XI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

 

Pasal 18 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan; 

d. memeriksa, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 

perizinan bidang kesehatan; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 



 
 

15 
 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana perizinan bidang kesehatan. 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 

pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan 

bidang kesehatan; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana perizinan bidang kesehatan menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Hukum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 19 

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah).  

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,  

dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal 20 

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap 

berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah 

ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak saat tanggal pengundangan Peraturan 

Daerah ini. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2003 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota 

Balikpapan Tahun 2003 Nomor 8, Seri E Nomor 03) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 22 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan. 

 

Ditetapkan di Balikpapan  

pada tanggal 2 November 2016  

WALI KOTA BALIKPAPAN,  

 ttd 

                  

      M. RIZAL EFFENDI  

 

  

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 3 November 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 

      ttd 

                 SAYID MN FADLI 

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 6 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR: (6/70/2016); 

 

 

  Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 
               KEPALA BAGIAN HUKUM, 

            

 

            DAUD PIRADE 
             NIP 19610806 199003 1 004 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR   6    TAHUN 2016 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN 

 

 
I. UMUM 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar 

upaya program dan sektor.  

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan merupakan 

bagian dari dampak Penguatan Pelayanan kesehatan yang merupakan 

sasaran paradikma kesehatan.  Bentuk perubahan kepada Institusi 

pelayanan melalui upaya peningkatan akses pelayanan dengan penerapan 

standar mutu dan standar tarif dalam pelayanan kesehatan. Penguatan 

pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses 

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan 

intervensi berbasis risiko. 

Dukungan Pemerintah dalam hal penguatan pelayanan kesehatan 

selain dukungan Infrastruktur, pendanaan, juga dalam hal regulasi. 

Beberapa produk hukum yang berkaitan dengan peraturan perundangan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan secara nasional 

melalui Kementerian Kesehatan telah diperbaharui berkaitan dengan 

pertumbuhan dan peningkatan pelayanan. 

Balikpapan sebagai kota dengan pertumbuhan yang pesat di 

wilayah Indonesia tengah, memiliki struktur budaya dan gaya hidup 

masyarakat perkotaan dengan sarana prasarana yang dimiliki seperti  

Bandara Udara International, Pelabuhan Laut International, Hotel dengan 

klasifikasi Bintang 5 dengan jaringan Managemen International, Rumah 

Sakit Besar dengan Jaringan Nasional dan berbagai bangunan Apartemen 

dan kawasan bisnis berskala International, tentu dalam peradapan global 

sudah dapat dikatagorikan sebagai kota metropolitan. Maka ketentuan 
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regulasi perizinan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kegiatan dunia usaha, termasuk pada kegiatan pelayanan kesehatan.  

Pertumbuhan fasilitas pelayanan kesehatan dari Dokter Praktik, 

Klinik, Rumah Sakit, Apotik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 

memang sangat menggembirakan sekaligus memerlukan perhatian yang 

lebih serius. Dengan bertumbuhnya fasilitas pelayanan kesehatan 

memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses 

pelayanan kesehatan yang dekat, terjangkau dan adekuat (bermutu). 

Pada sisi lain  kualitas pelayanan harus memberikan jaminan pelayanan 

yang standar dan adekuat. Untuk itu peranan Pemerintahlah yang dapat 

mengatur agar standar pelayanan yang bermutu. 

        Dalam rangka mendukung bertumbuhnya kegiatan usaha di Bidang 

Pelayanan Kesehatan secara maksimal tersebut maka perlu adanya 

pengaturan dalam upaya penyelenggaraan kegiatan tersebut di daerah 

sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari peraturan perundang-

undangan dalam bentuk Peraturan Daerah. Tindak lanjut dan penjabaran 

tersebut berpedoman kepada kewenangan yang dilimpahkan dan dapat 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengaturannya. Peraturan 

Daerah ini diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan  pelayanan 

kesehatan, peraturan tenaga kesehatan dan sarana beraspek penilaian 

kesehatan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

         Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang 

diberi kewenangan oleh Wali Kota untuk menerbitkan perizinan di 

bidang kesehatan. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 
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Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Fasilitas pelayanan medik adalah tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan 

yang meliputi Klinik, Klinik Dialisis, Rumah Sakit Umum, 

Rumah Sakit Khusus, serta fasilitas pelayanan kesehatan 

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 

Yang dimaksud dengan Penyalur Alat Kesehatan adalah unit 

usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki 

pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, 

penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan Tenaga teknis kefarmasiaan adalah 

tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan 

kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya 

Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten 

Apoteker.  

 

Yang dimaksud dengan Fisioterapis adalah seseorang yang telah 

lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Yang dimaksud dengan Terapis Wicara adalah seseorang yang 

telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di 

luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Yang dimaksud dengan Optometris adalah setiap orang yang 

telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Yang dimaksud dengan Radiografer adalah tenaga kesehatan 

lulusan Akademi penata Rontgen diploma III Radiologi, 

Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik 

Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki Ijazah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

     Cukup jelas 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik Dokter adalah bukti 

tertulis yang diberikan kepada dokter dan doktyer gigi yang 

akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi 

persyaratan.  

 

Ayat (3) sampai dengan Ayat (14) 

     Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Yang dimaksud dengan Pengobatan Tradisional adalah pengobatan 

dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang 

mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun secara 

empiris dan/atau pendidikan/ pelatihan, dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku dalam masyarakat. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) dan Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 

adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat 

tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan 

kesehatan Tradisional Empiris.  

 

Ayat (3) 

 Yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan 
Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga 

kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian 
pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer.  

 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 
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Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah perangkat Daerah di 

bidang perizinan dan perangkat Daerah lainnya yang berkaitan, Dinas 

Kesehatan Provinsi, kepolisian serta instansi vertikal di bidang 

pengawasan kesehatan. 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

  Cukup jelas 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

  Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

  Cukup jelas. 
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